PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 02 TAHUN 2010

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang- -
Milik Negara / Daerah agar sesuai dengan
peruntukannya perlu pengaturan lebih lanjut.

a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a
tersebut diatas, maka dipandang perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959,

tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK. II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 2003,
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4236);

3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoriesia Nomor 4389);

Undang — undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara- Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi undang - undang (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
105, Tambahan Lembaran MNegara Republik
indonesia Nomor 4548); »

Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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11.

12.
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor : 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 nomor 4578); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor : 36 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD;

Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor * 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah.




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KOLAKA TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dzlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Kolaka;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kolaka;

¥epala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kolaka;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka;

_ Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Pemerintah

¥abupaten Kolaka;



13.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka selaku pengguna barang;

Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten .

Kolaka;

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang
Dzerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah;

Pengelclaan Barang Daerah dalam Peraturan Daerah ini,
meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggarar,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
dan pemeliharaan, peniiaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian;

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang
akan datang;

Penggunaan adalah kegiatan vyang dilakukan oleh
pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola
dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah
yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa,
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. pmjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun

serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah
s=tus kepemilikan;

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh
pihzak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima
smbalan uang tunai;

Smjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dan antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
fertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
wekiu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola;

¥enasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
terientu  dalam rangka peningkatan penerimaan
Daerah/Pendapatan Dzerah dan sumber pembiyayaan
ainnyzs;

S=ngun guna serah adalah pemanfaatan Barang Daerah
Berupa tanah oleh pihak Jain dengan cara mendirikan
bangunan danfatau sarana berikut  fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
gan/atau sarara berikut fasilitasnya setelah berakhirnya
Jengka waktu;

82ngun serah guna adalah pemanfaatan Barang Daerah
Derupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
Dengunan danfatau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah  selesai -penggunaannya diserah  untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
wiakiu tertentu yang disepakati;
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Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik
Deerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat
¥eoutusan dari Bupati untuk membebaskan pengguna
barang dan/atau jasa pengelola barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
galam penguasaannya;

Pemindahtanganan adalah  pengalihan  kepemilikan
Bar=ng Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
@inibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah;

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Da=rzh  kepada pihak lain  dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang; ‘
Tukar — menukar/tukar guling adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah
gengan pihak lain, dengan menerima penggantian
d=lam bentuk barang, sekurang — kurangnya dengan
nilai seimbang;

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Demerintah - Daerah, atau dari Pemerintah Daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan Barang Milik Daerah  yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
wekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/ssham Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, atau badan hukum lainnya;



(e}

b.
c
d

Sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
Berdasarkan ketentuan undang — undang; atau
Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 4
Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan
asas:
2 Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan

b.

.

d

pemecahan masalah — masalah di bidang pengelola
barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan
tanggung jawab masing — masing ;

Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang daerah
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang — undangan ;

Transparansi, yaitu pengelolaan Barang Daerah
harus transparan terhadap hak masyarakat dalam
memperoleh informasi yang benar ;

Efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Daerah diarahkan
2gar Barang Daerah digunakan sesuai batasan —
batasan standar kebutuhan yang dipergunakan
galam rangka menunjang penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah secara
optimal ;

Akuntabilitas, vyaitu setiap kegiatan pengelolaan
Bz2rang Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada rakyat ;

Kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Daerah
harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan
nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang daerah serta
penyusunan neraca Pemerintah Daerah.



2 Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

(LY

FREMPpRMAFN

-
L

%ﬂs

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
Pengadaan;

Penggunaan;

Pemanfaatan;

Pengamanan dan pemeliharaan;

Penilaian;

Penghapusan;

Pemindahtanganan;

Penatausahaan; dan

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG DAERAH

Pasal 5

Supati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang
Daerah. ;

Semegang kekuasaan pengelolaan barang daerah
s=bagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.
b.

Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Daerah;
Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
Menetapkan kebijakan pengamanan Barang Daerah;
Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah
sesuai batas kewenangannya;

Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah
yang memerlukan persetujuan DPRD;

Menyetujui usul pemanfaatan Barang Daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
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Pasal 6

1) Selretanis Daerzh adalah Pengelola Barang Daerah.
[2) Pengelolz Barang Daerah berwenang dan bertanggung

(1)

(1)

jewab :

2 Menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan
Barang Daerah;

5. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang
Daerah;

£ Meneliti dan  menyetujui  rencana  kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Daerah;

@ Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,
dan pemindahtanganan Barang Daerah yang telah
disetujui oleh Bupati ;

= Melskukan  koordinasi  dalam  pelaksanaan
inventarisasi Barang Daerah;

£ Melakukan pengawasan dan pengendalian atas

penoelolaan Barang Daerah.

Pasal 7

¥epala SKPD Pengelola Keuangan Daerah adalah
koordinator pelapor Barang Daerah;

¥e=p=la SKPD Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
g meksud pada ayat (1) membuat daftar Barang
Daerah;

¥=o=lz SKPD Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
@maksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

pengelola Barang Daerah.
Pasal 8

¥e=oz2l2 SKPD adalah pengguna Barang Daerah.

Ik



= SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ang dan bertanggung jawab:

ukan rencana kebutuhan Barang Daerah bagi
a perangkat daerah yang dipimpinnya;

1 permohonan penetapan status untuk
an dan penggunaan Barang Daerah yang
dari beban APBD dan perolehan lainnya

: n pencatatan dan inventarisasi Barang
2h yang berada dalam penguasaannya;

unakan Barang Daerah yang berada dalam
asaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
1ankan dan memelihara Barang Daerah yang
dalam penguasaannya;

<an usul pemindahtanganan Barang Daerah
tanah dan/atau bangunan yang tidak
merlukan persetujuan DPRD dar Barang Daerah
in tanah dan bangunan;
ahkan tanah dan bangunan vyang tidak
aatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
Bupati melalui Pengelola Barang Daerah;
skukan pengawasan dan pengendalian atas
unaan Barang Daerah vyang ada dalam
Iasaannya;
n dan menyampaikan Laporan Barang
3 Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
3 Tahunan (LBPT) yang berada dalam
aanya kepada pengelola Barang Daerah.
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~ ditugaskan oleh pengguna barang
g SKPD adalah pemegang barang;
ng sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
erima, menyimpan dan mengeluarkan
ada dalam pengurusannya atas perintah
rang Daerah.

B BAB III
{ KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasa! 10

\ standarisasi sarana atau prasarana
erintahan Daerah dan standarisasi

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Keputusan Bupati.

Supaii sebagaimana dimaksud ayat (2)
setiap tahun untuk dipedomani dalam
RKA-SKPD.

Pasal 11

‘kebutuhan Barang Daerah disusun dalam
clah memperhatikan ketersediaan Barang
ing ada pada tiap SKPD.



an kebutuhan Barang Daerah sebagaimana
- pada ayat (1) berpedoman pada standar
T kebutuhan dan standar harga.

arang dan standar kebutuhan sebagaimana
pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola
g Daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD

Pasal 12

Barang Daerah menyampaikan usul Rencana
Y Barang Daerah (RKBD) kepada pengelola
erah.

»._ﬂmﬂam_._m dimaksud pada ayat (1) meliputi
*mu:_”::m: barang dan rencana kebutuhan
1 barang SKPD.

E Hwﬂ_..m__.._m_ Daerah bersama pengguna barang
tm_._w sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
“memperhatikan data barang pada pengguna
Eimnm_._ pengelola barang daerah untuk
: mmwmmm_ RKBD-SKPD.

Bagian Kedua
Penganagaran

Pasal 13

g sudah ditetapkan oleh pengelola barang
ana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dijadikan
nan RKA-SKPD.



BAB IV
PENGADAAN

Pasal 14

:n Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan
e .
— prinsip :

berarti pengadaan barang/jasa  harus
akan dengan menggunakan dana dan daya
terbatas untuk mencapai sasaran yang
=apkan dalam waktu sesingkat — singkatnya dan
yat dipertanggung jawabkan;
berarti mengadakan barang/jasa harus sesuai
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat
~rikan manfaat yang sebesar — besarnya
3i dengan sasaran yang ditetapkan;
sparan, berarti semua ketentuan dan informasi
=nai pengadaan barang/jasa termaksud syarat
administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,
evaluasi, penetapan calon  penyedia
1a/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia
ang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat
pada umumnya;
=rbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa
—rus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang
snuhi  persyaratan dan  dilakukan melalui
gan yang sehat diantara  penyedia
g/jasa yang setara  dan memenuhi
at/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
dur yang jelas dan transparan;
tidak  diskriminatif,  berarti ~ memberikan
wan yang sama bagi semua calon penyedia
g/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
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s=n kepada pihak tertentu dengan cara dan
| slasan apapun;
sl berarti, harus mencapai sasaran baik fisik,
maupun manfaat bagi  kelancaran
7 tugas umum pemerintahan dan pelayanan
sesuai dengan prinsip — prinsip serta
yang berlaku dalam  pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
%an oleh panitia pengadaan barang/jasa
na ditetapkan dengan Bupati.

Pasal 15

mengenai pengadaan tanah dilaksanakan
an peraturan perundang — undangan.

Jebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan
f:?» Barang Daerah selain tanah diatur dengan
1 Perundang-udangan.

BABV
PENGGUNAAN

Pasal 16
penggunaan Barang Daerah ditetapkan oleh

- A ggunaan Barang Daerah sebagaimana
i pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai
a barang melaporkan Barang Daerah yang
imanya kepada pengelola barang disertai
)2n usul penggunaan;
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= barang meneliti laporan sebagaimana
d pada huruf a dan mengajukan usul
aannya kepada Bupati untuk ditetapkan

=tus penggunaannya.
_Lus Pasal 17

=h yang dapat ditetapkan status penggunaannya
aaaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk
o oleh pihak lain dalam rangka menjalankan
smum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang

i pasal 18

s tanah dan bangunan yang digunakan ‘untuk
gan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
‘tidak dapat dipindahtangankan atau dihapuskan
3ai Barang Daerah.
barang wajib menyerahkan tanah dan/atau
yang tidak digunakan lagi dalam
Zggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada
selalui pengelola Barang Daerah.

Pasal 19

“menetapkan Barang Daerah berupa tanah dan
yang harus diserahkan oleh pengguna barang
2na dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).
snetapkan barang penyerahan sebagaimana
pada ayat (1) pengelola  barang
an hal-hal sebagai berikut :

kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk
naaarakan dan menunjang tugas pokok dan
3si SKPD yang bersangkutan ;
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3 2udit atas penggunaan.

'hfjut pengelolaan atas penyerahan tanah
1 bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
3 hal — hal sebagai berikut :

= status pengaunaannya untuk
ggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

tkan dalam rangka optimalisasi Barang

)dahtangankan.
Pasal 20

g Barang Daerah vyang tidak menyerahkan
 dan/atau bangunan yang tidak digunakan
mana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) kepada
ff enakan sanksi berupa pembekuan dana
araan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

atau bangunan yang tidak digunakan
a dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan
naannya.

O
e =
hY

= BAB VI
~ PEMANFAATAN

Bagian Pertama i
ﬁntena Pemanfaatan

" B Pasal 21

Barang Daerah berupa tanah dan/atau
=bagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat
oleh pergelola barang setelah
=rsetujuan Bupati.

18




a=tan Barang Daerah berupa tanah dan/atau
gmar yang diperlukan  untuk  menunjang
senogaraan tugas pokok dan fungsi pengguna
. dilakukan oleh pengguna barang dengan
' ' , = pengelc:la barang.

2atan Barang Daerah selain tanah dan/atau
tﬁaksanakan oleh pengguna barang dengan
i pengelula barang.

' Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan
teknis dengan memperhatikan
daerah dan kepentingan umum.

B

~ Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Paragraf 1
Sewa

Pasal 22
Barang Daerah dilaksanakan dengan

ewaan Barang Daerah atas tanah dan/atau
gunan yang sudah diserahkan oleh pengguna
ing kepada Bupati ;
yewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan
3 masih digunakan oleh pengguna barang
igaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) ;
waan atas Barang Daerah selain tanah
tau bangunan.
n atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud
(1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola
lah mendapat persetujuan bupati.
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serah sebagaimana dimaksud
‘dan huruf c dilaksanakan oleh

at disewakan kepada pihak lain
tungkan Daerah.
aan Barang Daerah paling lama 5
. diperpanjang.

aran tarif sewa dilakukan oleh

1 berdasarkan surat perjanjian
urang-kurangnya memuat :
‘dalam perjanjian ;

milah barang, bssaran sewa, dan

ewa atas biaya operasional
ama jangka waktu penyewaan ;

akan pendapatan daerah dan
disetor ke Rekening Kas Umum

al 24

aniand.




Daerah sebgaimana dimaksud pada
, berdasarkan surat perjanjian yang
memuat :

terkait dalam perjanjian;

Jlah barang yang dipinjamkan dan

-b peminjam atas biaya operasional
selama jangka waktu perjanjian;
dianggap perlu.

2imana dimaksud pada ayat (3)

barang sebagaimana dimaksud
-apkan dengan Keputusan Bupati
an dalam Berita Acara.

graf 3

ama Pemanfaatan

: 26

arang Daerah dengan pihak lain

3 barang daerah ;
erimaan Pendap_atan Daerah.

~ Pasal 27
yanfastan Barang Daerah dilaksanakan
o

2n Barang Daerah atas tanah
n yang sudah diserahkan oleh

ada Bupati ;



Wnanfaatan atas sebagian tanah
hem jnan yang masih digunakan oleh
me pemanfaatan atas Barang Daerah selain
an/atau bangunan.

pemanfaatan atas Barang  Daerah
= dimaksud dalam ayat (1) huruf a
j meh pengelola barang setelah mendapat
! ‘:l

' m'nanfaatan atas Barang Daerah
32 dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan
llaksanakan oleh pengguna barang setelah
persetujuan pengelola barang.

Pasal 28

~ pemanfaatan atas Barang Daerah
n dengan ketentuan sebagai berikut :

tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
~ Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
>nuh biaya
SioN3 pemehharaan/perbalkan yang diperlukan
Earang Daerah yang dimaksud;

jasama pemanfaatan melalui tender dengan

eminat, kecuali untuk Barang Daerah yang
 khusus dapat dilakukan  penunjukan

ama harus membayar kontribusi tetap ke
as Umum Daerah setiap tahun selama
tu pengoperasian yang telah ditetapkan
2gian keuntungan  hasil  kerjasama
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1 kontribusi tetap dan pembagian
S M]asama pemanfaatan ditetapkan
ungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

kontribusi tetap dan pembagian

il kerjasama pemanfaatan harus

fujuan pengelola barang;
~ waktu pengoperasian, mitra

an dilarang meminjamkan atau
Daerah yang menjadi obyek

ma pemanfaatan pa!ing lama
tahun sejak  perjanjian
pat diperpanjang.

' 7 an dengan persiapan dan
na pemanfaatan tidak dapat
garan Pendapatan dan Belanja

mengenai pelaksanaan kerja
gaimana dimaksud pada ayat
atur dengan Peraturan Bupati sesuai
ndang — Undangan.

aragraf 4
ar h dan Bangun Serah Guna

™ - : “I : '29

dan bangun serah guna Barang
i2kan dengan persyaratan sebagai

3 memerlukan bangunan dan
aan pemerintahan daerah



! __.Eg-.__

umum dalam rangka
okok dan fungsi; dan

Anggamn Pendapatan
pewetﬁaan bangunan dan

Inigm serah guna Barang
pada ayat (1)
moelola barang setelah mendapat

naanya ada pada pengguna
12 direncanakan untuk
325 pokok dan fungsi pengguna
": dapat dilakukan bangun
saah guna setelah terlebih
ﬂm bangun serah guna
.._;:_,,, ayat (3) dilaksanakan oleh
_:'_. mengikutsertakan pengguna
akok dan fungsinya.

2an Barang Daerah sebagai hasil
guna serah dan bangun serah guna
=0 dalam rangka penyelenggaraan

Pz ..- 31

U guna serah dan bangun serah
pﬂluh} tahun sejak perjanjian

serah dan mitra bangun
melalui tender dengan
srang-kurangnya 5 (lima)
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mitra bangun serah guna
- selama jangka waktu
memenuhi kewajiban sebagai

5i ke rekening kas umum daerah
yang besarannya  ditetapkan
perhltungan trm yang dibentuk

o

kan, mengadaikan atau
_ ooyek bangun guna serah dan

bangun ~una serah dan bangun

I pengoperasian, sebagtan Barang
a2 serah dan bangun serah guna
langsung untux penyelenggaraan
pemerintahan.

dan bangun serah guna
rka surat perjanjian yang
uat :

at dalam perjanjian ;

rah dan bangun serah guna ;
guna serah dan bangun seran

ban para pihak yang terikat dalam
dianggap perlu.

snan bangun guna serah dan
atas nama Pemerintahan
dengan persiapan dan

2n pada anggaran pendapatan dan

b s

2 serah dan bangun serah guna




Pasal 32

2 serah barang daerah harus menyerahkan

guna serah kepada Bupati pada akhir

joprasian, setelah dilakukan audit oleh
ngsional Pemerintah Daerah.

Pasal 33
sarang milik Daerah dilaksanakan dengan

KLIT &
1 serah guna harus menyerahkan obiek
ih guna kepada Bupali segera setelah

n serah guna dapat mendayagunakan
h tersebut sesuai jangka waktu yang
am surat perjanjian ;
ka waktu pendayagunaan berakhir,
in serah guna terlebih danuiv diaudit
/asan fungsional Pemerintah Daerah
aanya ditetapkan Bupati.

BAB VII
\ DAN PEMELIHARAAN

~ Bagian Pertama
y J!e-'lgamandn

a g P

- Pasal 34
ng, pengguna barang wajib melakukan
i Daerah vang berada dalam

 Daerah sebagaimana dimaksud
puti pengamanan administrasi,
amanan hukum.
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Pasal 35

== berupa tanah harus disertifikatkan atas

==h berupa bangunan harus dilengkapi
 kepemilikan atas nama Pemerintah

":'[ selain tanah dan/atau bangunan harus
an bukti kepemilikan atas nama

Pasal 36

'j @n Barang Daerah wajib disimpan dengan

hukh kepemilikan Barang Daerah
gelola barang.

Bagian Kedua
' Pemeliharaan
3 Pasal 37

=ng bertanggung jawab atas pemeliharaan
yang ada di bawah penguasaanya.

==n sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
7 pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan

an Barang Daerah dibebankan pada

Pasal 38

wajib  memuat daftar  hasil
1  barang yang berada dalam
wa dan melaporkan/menyampaikan daftar
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== semelfaraan barang tersebut kepada pengelola
=g s=care berkala,

Bure Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

» oafar hasil pemeliharaan barang yang

' satu tahun anggaran sebagai bahan

evaluasi mengenai efesiensi

~ Pasal 39

ah dilakukan dalam rangka penyusunan
Daerah, pemanfaatan, dan’
Daerah.

 Pasal 40

arang Daerah dalam rangka penyusunan
2n Daerah dilakukan dengan berpedoman
insi Pemerintah (SAP)

 Pasal 41

_ Daerah berupa tanah dan/atau
dala rangka pemanfaatan  atau
2nan dilakukan oleh tim dan atau dapat

sian indiependen yang ditetapkan oleh

Daerah sebagaimana dimaksud pada

kan untuk mendapatkan nilai wajar,
rendah menggunakan Nilai Jual Objek
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Barang Daerah berupa tanah
=y n sebagaimana dimaksud pada ayat
a ﬁlit memerlukan persetujuan DPRD,

_-..1_:_“1.. dengan tata ruang wilayah atau

karena anggaran  untuk
anti sudah disediakan dalam
garan ;

Ag| %gawai Negeri ;

bagi kepentingan umum ;

| Negara berdasarkan keputusan
telah memperoleh kekuatan hukum

~ jika status kepemilikannya
A tidak layak secara ekonomis.

;?gsal 45

- persetujuan DPRD sebagaimana
ayat (1) diajukan oleh Bupati.

aksud pada pasal 44 ayat (2)
3 bareng setelan rnendapat

daerah selain tanah dan/atau
mpai dengan Rp. 5.000.000.000,-



- sh  dilaksanakan  dengan
g daerah yang berlebih atau
menguntungkan bagi daerah
. keténtuan perundang-

dilakukan secara ‘lelang,
ent '

'd.imaksud pada ayat (1)

~ at khusus ;
nya yang ditetapkan lebih lanjut

a daerah yang bersifat khusus
@ pada ayat (3) huruf a adalah
atur secara khusus sesuai dengan
;ndangan yang berlaku.

berupa tanah dan/atau
pengelola barang sesuai

erah selain tanah dan/atau
) oleh pengelola barang setelah

Jjpaq;




Pasal 50

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
- dengan ketentuan sebagai berikut

28 barang daerah  dapat mengajukan
Jonan pembelian kepada Bupati;

SarKa persetujuan  Bupati sebagaimana
w pada ayat (1) pengguna barang
ukan usul penjualan kepada pengelola

. barang meneliti dan mengkaji  usul
an yang diajukan oleh pengguna barang
gengan kewenangannya;

¥= barang mengeluarkan keputusan untuk
siui atau tidak menyetujui usulan penjualan
ziukan oleh pengguna barang dalam batas

jualan yang memerlukan persetujuan
DPRD, pengelola barang mengajukan
jalan disertai déngan pertimbangan atas

maKsud.

sersetujuan pelaksanaan oleh pengelola
wk penjualan sebagaimana dimaksud pada
huruf e dilakukan  setelah  mendapat
Bupati atau DPRD.

4

hd’

,‘ 5 barang daerah wajib disetor seluruhnya
kas umum daerah sebagai penerimaan




Bagian Ketiga
=njualan Kendaraan Dinas

Pasal 51

Jinas yang dapat dijual terdiri dari :
 perorangan dinas

: ) dinas operasional

2n Dinas operasional sebagaimana dimaksud
nuruf b terdiri dari :

) dinas operasional perkantoran

2an dinas operasional khusus

Pasal 52

n dinas operasional perkantoran khususnya
7 roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) yang telah
5 (Lima) atau karena rusak dan tidak efisien
eperluan dinas dapat dijual melalui penjualan
na dimaksud pasal 50, kepada pegawai negeri
) ,' h- memenuhi masa kerja sekurang-
0 (Sepuluh) tahun.

cﬁnas operasional khusus sebgaimana
‘pada pasal 51 ayat (2) huruf b yang telah
7 (Tujuh) tahun dan telah ada penggantinya
berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan
d]ual

penetapan umur kendaraan dinas operasional
n dijual sebagaimana dimaksud ayat (1)
h lanjut oleh Bupati.

egang kendaraan atau yang akan
siun atau yang lebih senior mendapat
ﬁf(; tuk membeli kendaraan sebagaimana

ayat (1).

(O8]
[US)



Pasal 53

2 kendaraan dinas sebagaimana dimaksud
- secara bruto ke kas daerah.

. yang telah dijual sebagaimana yang
53 dilakukan penghapusan dari daftar
. setelah harga penjualan tersebut

an Keempat
 Rumah Dinas

- Pasal 54

‘penggunaan rumah dinas sesuai dengan
dangan :

~ Ppasal 55

engan ketentuan :

s golongan II yang telah diubah
2 menjadi rumah golongan I1I.

golongan III yang telah berumur 10

dapat membeli adalah Pegawai
na yang dimaksud dalam peraturan
-ur gan yang berlaku sudah
sa kerja 10 tahun lebih dan belum
=li atau memperoleh rumah dinas
apapun dari Pemerintah Daerah
intah Pusat.

dapat membeli rumah dinas adalah
pemegang surat izin penghunian yang
1 Bupati.

aksud tidak sedang dalam sengketa.
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‘ﬁ

dibangun diatas tanah yang tidak
erintah Daerah untuk perolehan
- harus diproses tersendiri sesuai
Jang-undangan yang berlaku.

e -
Pasal 56

s golongan III beserta atau tidak
'uleh Bupati berdasarkan harga

Bupati.

| Dinas dan Pengnapusan dari
okan dengan Keputusan Bupati
dinas tersebut dilunasi.

«ebutuhan operasional

 dalam APBD
g Daeranh dapat dilakukan dengan



w= ==y Badan Hukum Milik

=

A yang telah diserahkan

an yang masih digunakan
wgas pokok dan fungsi
‘sesuai dengan tata
2 ;

atau bangunan.
dan/atau bangunan
ana dimaksud pade
A oleh Bupali sesuai batas

202 dimaksud pada ayat (1)
la barang setelah

dimaksud pada ayat (1)
gguna barang setelah

! ‘dan b dilaksanakan
3% seDagal berikut :
barang mengajukan usul tukar menukar
yatau bangunan kepada Bupati disertai
mmbangan, dan kelengkapan data ;




| u - meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan
Sesnwa tukar menukar tanah dan/atau bangunan
soek teknis, ekonomis, dan yuridis ;

= memenuhi syarat sesuai peraturan yang
Bupati dapat mempertimbangkan untuk
suui dan  menetapkan tanah dan/atau
%an yang akan dipertukarkan ;

- menukar tanah dan/atau  bangunan
akan melalui proses persetujuan DPRD
berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 44
idan Pasal 46 ;

=2 barang melaksanakan tukar menukar
Derpedoman pada persetujuan Bupati ;

ean serah terima barang yang dilepas dan

pengganti harus dituangkan dalam Berita

Terima Barand.

skar Barang Milik Daerah sebagaimana
alam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilaksanakan
=ntuan sebagai berikut :

@ barang mengajukan usulan kepada
2 barang disertai alasan/pertimbangan,
an data, dan hasil pengkaiian tim intern
pengguna barang;

2 barang meneliti  dan  mengkaji
ertimbangan  tersebut dari aspek teknis,
S, dan yuridis ;

memenuhi syarat sesuai peraturan yang
’f_« gelola barang dapat mempertimbangkan
etujui sesuai batas kewenangannya ;

2 barang melaksanakan tukar menukar
'_;r‘- pedoman pada persetujuan pengelola




Sesss=ra=an serah terima barang yang dilepas dan
pengganti harus dituangkan dalam Berita
& Sesah Terima Barang.
Bagian Keenam

Hibah

Pasal 61

Dazerah dilakukan dengan pertimbangan
_ sosial, keagamaan, kemanusiaan,
garaan Pemerintahan Daerah.

mana dimaksud pada ayat (1), harus
3t sepagai berikut

Jakan barang rahasia Negara;

spakan barang yang menguasai hajat
Banyak;

makan lagi dalam penyelenggaraar
~ Pasal 62

@eran dapat berupa :
stau bangunan yang telah diserahkan

=

Watau bangunan vyang dari  awal
f@ direnicanakan untuk dihibahkan sesuai
tum dalam dokumen penganggaran;

srah selain tanah dan/atau bangunan
unyai usia pemakaian tujuh tahun atau

@ng Daerah berupa tanah dan/atau
3 akan dihibahkan sebagaimana dimaksud

gruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas



—=7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
© z«sznakan oleh pengelola barang setelah mendapat
zersetujuan Bupati.

=020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
Setujuan Bupati.

N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
sanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
=tujuan pengelola barang.

Pasal 63

1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
n Pasal 64 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan
2n ketentuan sebagai berikut :

=ngelola barang mengajukan usul hibah tanah
an/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
iasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

Jupati  meneliti  dan  mengkaji  berdasarkan
=rtimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud
alam Pasal 53;

sabila memenuhi syarat sesuai peraturan, Bupati
apat  mempertimbangkan untuk  menetapkan
an/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang
kan dihibahkan;

roses persetujuan hibah dilaksanakan dengan
2rpedoman pada persetujuan Bupati;

2ngelola barang melaksanakan hibah dengan
srpedoman pada persetujuan Bupati;

slaksanaan serah terima barang yang dihibahkan
z dituangkan dalam berita acara serah terima
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—ioah Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam
==sal 65 ayat (1) huruf c¢ dilaksanakan dengan
==entuan sebagai berikut :

Pemakaian Barang Daerah selain tanah dan/atau
Bangunan dapat mengajukan permohonan hibah
iepada Bupati;

*engguna barang mengajukan usulan kepada
engelola barang disertai alasan/pertimbangan,

2ngelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
ertimbangan  untuk  menyetujui  sesuai  batas
ewenangannya; '

pabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang

ntuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
engguna barang melaksanakan hibah dengan
; oman pada persetujuan pengelola barang dan

-'_"‘: ksanaan serah terima barang yang dihibahkan
arus dituangkan dalam berita acara serah terima

arang.
Bagian Ketujuh

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 64

,ertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang
dilakukan dalam rangka pendirian
2mbangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha
Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
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Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan
=bagai berikut :

. Barang Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai
dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan
Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lainnya
yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan
pemerintah ; atau

. Barang Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh
Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum
lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudah ada
maupun yang akan dibentuk.

Pasal 65

‘enyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang
2erah dapat berupa :

2. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Bupati ;

. Tanah danf/atau bangunan vyang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk disertakan
sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang
tercantum dalam dokumen penganggaran ;

= Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

‘enetapan Barang Daerah berupa tanah dan/atau
}angunan yang akan disertakan sebagai modal
demerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas
Ewenangannya.

enyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang
lserah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan  oleh  pengelola  barang  setelah
endapatkan persetujuan Bupati.
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Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang
gdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
etujuan pengelola barang.

Pasal 66

enyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)
nuruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Pengelola barang mengaJukan usul pernyataan
modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau
bangunan  kepada Bupati disertai  dengan
~ alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

"Bupati meneliti dan mengkaji ~ berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67;

Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang
berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk
menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai penyertaan
modal Pemerintah Daerah;

Proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah
Daerah dengan berpedoman pada persetujuan
Bupati;

Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati;
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Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah
Daerah dengan melibatkan SKPD terkait ;

Pengelola barang menyampaikan  Rancangan
Peraturan Daerah kepada DPRD untuk mendapat
persetujuan;

Pengguna barang melakukan serah terima barang

kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan -

dalam berita acara serah terima barang setelah
peraturan daerah ditetapkan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Pengguna barang mengajukan usulan kepada
pengelola barang disertai alasan/pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
SKPD pengguna barang;

Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dengan syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67;

Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang
berlaku pengelola barang dapat mempertimbangkan
untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
Pengelola barang menyiapkan rancangan peraturan
daerah tentang penyertaan modal Pemerintahan
Daerah dengan melibatkan SKPD terkait;

Pengelola  barang menyampaikan  rencangan
peraturan daerah kepada DPRD untuk mendapatkan
persetujuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertazn modal
barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati
berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang
mili< daerah.
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=n Usaha Daerah atau hukum lainnya yang dituangkan
n Derita acara serah terima barang setelah peraturan
ditetapkan.

BAB X
PENGHAPUSAN

Pasal 67

lapusan Barang Daerah meliputi :
3. Penghapusan dari daftar barang ;engguna;
. Penghapusan dari daftar Barang Daerah.

Pasal 68

Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud
_!am Pasal 70 huruf a, dilakukan dalam hal Barang
Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan
engguna barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘dilakukan dengan penerbitan surat keputusan
- penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat
- persetujuan Bupati atas usul pengelola barang.
 Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola
‘barang.

Pasal 69

. Penghapusan Barang Daerah dari Daftar Barang Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b
dilakukan dalam hal Barang Daerah dimaksud sudah
beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena
sebab-sebab lain.
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2 Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~ dilakukan dengan  penerbitan  surat keputusan
~ penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat

persetujuan Bupati.
Pasal 70

Penghapusan Barang Daerah dengan tindak lanjut
pemusnahan  dilakukan apabila Barang Daerah
‘dimaksud :
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
~ dan tidak dapat dipindahtangankan ; atau

b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat
keputusan dari pengelola barang setelah mendapat
persetuiuan Bupati.

Pelaksanaan pernusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan
kepada pengelola barang. :

BAB XI
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

rembukuan

Pasal 71

‘Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan Barang Daerah kedalam Daftar Barang
Pengguna (DBP) menurut penggolongan  kodefikasi
‘barang.

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan Barang Daerah kedalam daftar berupa tanah
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dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Daerah (DBD)
menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
Penggolongan dan  kodefikasi Barang  Daerah
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
‘berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

Pengguna barang harus menyimpan  dokumen
kepemilikan Barang Daerah selain tanah dan/atau
‘bangunan yang berada dalam penquasaannya.
Pengelola barang harus menyimpan  dokumen
‘kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada
‘dalam pengelolaannya.

' Bagian Kedua

Inventarisasi
Pasal 73

Pengguna barang melakukan inventarisasi Barang
Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap Barang
Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
pekerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi
setiap tahun.

Pengguna barang menyampaikan laporan  nasil
inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pa tanah danfatau bangunan yang berada dalam
asaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
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Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 75

. Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) disampaikan kepada
pengelola barang.

| Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang
Daerah (LBD) berupa tanah dan/atau bangunan
semesteran dan tahunan.

Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Daerah (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
serta Laporan Barang Daerah (LBD) berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). ‘

Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang
~ Daerah (LBD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3). '

Pasal 76

soran Barang Daerah (LBD) sebagaimana dimaksud dalam
=2l 78 ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk menyusun
aca Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 77

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum
pengelolaan Barang Daerah.

47




Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan dan
- melakukan pembinaan pengelolaan barang sesuai
dengan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Bupati menetapkan kebijakan tehnis dan melakukan
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan pengendalian

Pasal 78

Pengguna barang melakukan pemantauan dan
penertiban  terhadap  penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan
pengamanan Barang Daerah yang berada di bawah
‘penguasaannya. '
Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan audit
tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). )
Pengguna barang  menindaklanjuti  hasil  audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan
Perundang-undangan.

Pasal 79

Pengelola barang berwenang untuk  melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
Barang Daerah dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Daerah
sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pengelola barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan audit
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atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan
pemindahtanganan Barang Daerah.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan  kepada  pengelola  barang  untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan.

) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
. pengawasan pembinaan dan pengendalian atas barang

milik daerah di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 80

sjabat/Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang
slam  melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan
=ng besarnya disesuaikan dengan kemampuar Keuangan
gerah.

Pasal 81

) Barang Daerah yang digunaxan oleh badan layanan
umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak
- dipisahkan.
)) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud
~ pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam
'_ Peraturan Daerah, kecuali terhadap barang-barang
tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan
Pemerintah tentang badan layanan umum.
. Barang Milik Daerah yang telah dipisahkan kepada
BUMD tetap merupakan kekayaan Daerah yang setiap
Tahun dilaporkan pertanggung jawabannya kepada
Bupati tembusan DPRD.
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Pasal 82

sentuan lebih lanjut mengena: sistem dan prosedur
naelolaan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 83

Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian
_penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan
‘Barang Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang mengakibatkan kerugian Daerah
sepagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai
gengan Peraturan Peiundang — Undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
felah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
wajib dilakukan inveritarisasi dan diselesaikan dokumen
pemilikannva.

I:ragarmana dmaksud pada ayat (1) diatur lebih |an]ut
leh perlge!crla barang berkcordinasi dengan SKPD

'_ mher biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan
ketentuan pada cyat (2) dibebankan pada APBD

Seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh
ketiga baik dalam bentuk kerja sama maupun telah
dipisahkan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
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Tzhun  telah  dilakukan penyesuaian  dokumen
~erjanjiannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

. 3arang Milik Daerah yang berada dalam pengusaan dan
- =2u pengelolaan perorangan atau badan hukum yang
s=lum memiliki dokumen perjanjian paling lama 6
=nam) bulan dilakukan penyesuaian sesuai dengan

Peraturan Daerah ini.

2upati wajib melaksanakan sensus setiap 5 (lima) Tahun
Jli atas seluruh Barang Milik Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari
selaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3), @), (5),
2n (6) dibebankan pada APBD.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan
=h yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Daerah
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan

 berlaku lagi.
Pasal 86
lanjut Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud

- Pasal 85 harus diselesaikan selambat-lambatnya satu
n terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 87

.~ -an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
Imciangkan. ‘

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
ndangannya  dengan  menempatkannya  dalam
an Daerah Kabupaten Kolaka. '

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 30 September 2010

BUPATI KOLAKA
Ttd

H. BUHARI MATTA

gangkan di kolaka
2 tanggal : 30 September 2010

ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Ttd

D SAFEI, SH, MH.

2ARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2010
= 02
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